
BUPATI PAMEKASAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR l 6 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl PAMEKASAN NOMOR 68 TAHUN 2019 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PAMEKASAN 1 

: a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Mentcri 
Dalam N egeri N omor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, 
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan 
Daerah, perlu dilakukan restrukturisasi susunan organisasi serta tat.a 
kerja di lingkungan Sckretariat Dacrah; 

b. bahwa. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan Pernt.uran Bupati tentang Perubahan ata.s 
Peraturan Bupat.i Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Frmgsi, serta Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Staf Ahli; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Dacrah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 
Tambal1an Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana tela.h diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Repub1ik Indonesia Tahun 1965 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenta.ng Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua At.as Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan at.as Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 6041); 



Menetapkan 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tcntang 
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tenta.ng 
Pedoman Nomcnklatur dan Unit Kerja Sekrctariat Daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Menteri Da1Am Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklat.ur Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10); 

12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 68 Tahun 2019 tent.ang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 45); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISAST, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT 
DAERAH DAN STAF AHLI. 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 68 
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 68), diubah sebagai 
berikut: 

1. Ket.entuan Pasal 4 1-1y1::1L (1) huruf c angka 1 dan huruf d angka 2 
diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

( 1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah; 
lJ. Asisten Pemerintahan dan Kesejahtcraan Hakyat, membawalu: 

1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi: 
a) Sub Bagian Administrasi Pemerint.ahan dan Olonomi 

Daerah; dan 
b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; 
c) Sub Bagian Kerjasama; 

~. Hagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 
a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual; 
b) Suu Dagian Kcscjahteraan Sosia.l; dan 
c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat; 

3. Bagian Hukum, membawahi: 
a) Sub Bagian Perundang-undangan; 
b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi; 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi: 
1. Bagian Perekonomian, mcmbawahi: 

a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan 
Sadan Layanan Umum Daerah; 

b) Sub Bagian . Pengendalian dan Distribusi 
Pcrekonomian; dan 

c) Sub Bagian Sumber Daya Alam; 
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2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi: 
a) Sub Bagian Penyusunan Program; 
b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan 
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, mernbawahi: 
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Harang dan Jasa; 
b) Sub Bagiau Pengdola:m T .. ayanan Pengadaan Sccara 

Elcktroni.k; dan 
c) Sub Bagian Pcmbinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang dan Jasa; 
d. Asisten Administrasi Umum, membawahi: 

1. Ragian Organisasi, membawahi: 
a) Sub Bagian Kclcmbagaan dan Analisa ,Jabatan; 
b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatal.aksana; dan 
c) Sub Bagian Kinei:ja dan Refonnasi Rirokrasi; 

2. Hagian Protokol dan Komunika.si Pimpinan, mcmbawahi: 
a) Sub Bagian Protokol; 
b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan 
c) Sub Bagian Dokumentasi Togas Pimpinan. 

3. Bagian Umum, membawahi: 
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan 

Kepegawai.an; 
b) Sub Bagian Perlengkapan; dan 
c) Sub Bagian Rumah Tangga; 

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawa hi: 
a) Sub Hagian Perencanaan; 
b) Sub Bagian Keuangan; dan 
c) Sub Bagian Pelaporan; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Masing~masing Asisten berada di bawah dan 1Jerlanggung jawab 

kepada Sekretaris Daerah. 
(3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seornng Kepala Bagian yang 

berada di bawah dan bcrtanggung jawab kepada Asisten. 
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawa b kepada 
Kepala Bagian. 

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga bcrbunyi sebagai berikut: 
Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyi.apan 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 
pemntauan dan evaluasi pelaksanaan keb~jakan dacrah, sert:a 
pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi 
pemerintahan dan otonomi dacrah, administrasi kewilayahan, dan 
fasilitasi kerjasama dan evaluasi kerja sama. 

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang 

administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi 
kewilayahan, dan fasilitasi kerja sama dan evaluasi kerja sama; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 
bi.dang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, 
administrasi kewilayahan, dan fasilitasi kerja sama dan evaluasi 
kerja sama; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi. daerah, 
administrasi kewilayahan, dan fasilitasi kerja sama dan evaluasi 
kerja sama; 
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d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, 
administrasi kewilayahan, dan fasilitasi ke1::ja sama dan evaluasi 
kerja sama; dan 

e. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pcmc:rintahan 
elfin Kcl')i.jahteraan Rakyat yang berkaitan clengan tugasnya. 

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi scbagai 
berikut: 
(1) Sub Rngian Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebaga.i.cuanu 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 huruf b) 
mempunyai tugas : 
a. menyiapkan bahan pelo.ksanaan kcb~iakan daerah bidang 

administrasi pemerintahan dan otouumi ch!erah; 
b. menyiapkan bahan pcrumusan kebijakan daerah di bidang 

administrasi pemerintahan dan otonomi daerah; 
c. mcnyiapkan bahan pengoordinasian pelaksamum t.ugas di 

bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa 
dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat, Laporan Penyelenggs-Jraan 
Pemerintahan Daerah, serta Lapornn Akhir Masa Jabatan 
Bupati; 

d. memfasilitasi Forum Kourdinasi Pimpinan Daerah, 
penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat. 
Daerah, koordinasi proses pengusulan, pcngangkatan dan 
pemberhentian, pengusulan izin dan cuti Bupati dan Wakil 
Bupati, koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan 
Umum, serta koordinasi proses administrasi pergantian antar 
wH ktu pimpinan dan anggota legislatif; 

e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan dan 
otonomi daerah; dan 

f. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan 
Bupati kepada CamA.t. 

(2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b angka l huruf a) mernpunyai tugas: 
a. melaksanakan fasilitaai dan kuor<lirm:si pembentukan, 

penghapusan, penggabungan, dan pemeko.run wilayah 
kecamatan dan/ atau kelurahan; 

b. melaksanakan kuordinasi penegasan batas daerah, 
kecamatan, kclurahan, dan/ atau pemindahan ibu kota 
kecamatan; 

c. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pcmetaan wilayah; 
d. menyiHpkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan; 
e. menyusun bahan kebijakan pengelolaan duna kelurahan; dan 
f. melaksHr1Hkar1 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan. 
(3) Sub Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) hutufb angka 1 huruf c) mempunyai tugas: 
a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang 

kerjasama; 
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah bidang 

kerjasama; 
c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

pembinaan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan 1uar 
negeri, antar lembaga, atau dengan pihak ketiga di bidang 
pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan 
teknologi; 

d. menyusun bahan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas pembinaan putensi daerah yang dikerjasamakan; 
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e. melaksanakA n fasilitasi pembcntukan kcrjasama antar 
daerah; dan 

f. melaksanakan pemant:auan dan evaluasi pelaksanaan 
kcbijakan daerah bidang kerjasama. 

5. Kctcntuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.: 
Hagian PerekonomiAn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf c: arigku 1 me1npunyai tu.gas melaks11nnkun pcngoordinai-;ian 
pcrumusan kebijakan daerah, pengoordin.asfan pdaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pemantauan dun evaluasi pclaksanaan ke:hijakan 
daerah di bidang pemuinaan Badan usaha Milli< Daerah dan Badan 
Layanan Umum Dacrah, pengendalian dan distriliusi perekonomi:m, 
dan pcrcncanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dan sumber 
daya alam. 

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi 
scbagai berikut : 
(1) Sub Bagian Pembinaan Dadan Usaha Milik Daerah dan Badan 

Layanan Umum Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf c angka 1 huruf a) mempunyai tugas: 
a. menyiapkan bahan perumusan penetapan keb~jakan teknis 

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah clan Badan Layanan 
Umum Dacrah; 

b. mcnyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Radan Usaha Milik 
Daerah dan Hadan Layanan Umum Daerah; 

r:. rnenganalisa perkem bangan dan pencapaian kine1ja Badan 
Usaha Milik Daerah dan dan Badan Layanan Umum Daerah; 
dan 

d. mclakukan monitoring dan evalm:1si Rac1Hn Usaha Milik Daerah 
dan Badan Lnyanan Umum Dacrah. 

(2) Sub Bagi.an Pengemluliun dan Distrihusi Perekonomian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 
lmruf b mempunyai tugas : 
a. menyusun bahan dan data sert:a analisa di bidang pengendalian 

dan distribusi perekonomian serta pengawasan ekonomi mikro 
kecil; 

b. mcnyusun bahan perumusan kcb.ijakau <li bidang pr.nge:ndalian 
dan distribusi perekonomian serta pengawasan ckonotni mikru 
kecil; 

c. mengoordinasik.an dengan instansi terkait 
pelaksanaar1 kcgiatan pengendalian dan 
perekonomian serta pengawasan ekonomi mikro kecil; 

terhadap 
distribusi 

d. mcnyusun bahan p~nymmnan petunjuk pelaksanaan dan 
pedoman umum kegiatan pengendalian clan distribusi 
perekonomian serta pcngawasan ekonomi mikro kecil; 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluosi serta pclaporan di 
bidang pengendalian dan distribusi perekonomian scrta 
pcngawasan ekonomi mikro kecil; dan 

f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian 
dan distribusi perekonomian. 

(3) Sub Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 huruf c) mempunyai tugas: 
a. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumbcr daya 

alam, energi, air, pertambangan, lingkungan hidup, pert:anian, 
ketahanan pangan, kehutanan, serta perikanan dan kelautan; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya 
alam, energi, air, pertambangan, lingkungan hidup, pertanian, 
ketahanan pangan, kehutanan, serta perikanan dan kelautan; 
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c. mengoordinasikan dengan instansi terkaH t.erhadap 
pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya alam, energi, air, 
perta.mbangan, lingkungan hidup, pertanian, kctahanan 
pangan, kehut.anan, serta perikanan dan kelautan; 

d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan 
pedoman umum kegiat.an di bidang sumber daya alam, energi, 
air, perta.mbangan, lingkungan hidup, penanian, kctahanan 
pangan, kehutanan, serta perikanan dan kelautan; 

e. melaksanakan pcmantauan dan evaluasi serla pdapuran di 
bidang energi dan sumher daya mineral, lingkungan hidup, 
pertanian, ketahanan pangan, dan kehut.anan, serta perikanan 
dan kelautan; dan 

f. melaksanaknn fasilitasi dan pembinaan di bidang energi dan 
sumber daya mineral, lingkungan hidup, pcrtanian, ketahanan 
pangan, dan kchutanan, serta perikanan dan keL'lutan. 

7. Kclcnl.uHn Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.: 
(1) Sub Bagian Protokol scbagaimana dimaksud dalam Paso.I 4 ayat 

(1) huruf d angka 2 huruf a) mempunyai tugas: 
a. melaksanakan tata protokolcr dalam rangka penyambutan 

tamu Pemerinta h Daerah; 
b. menyiapkan bahan koordinasi dan/ atau fasilitasi 

keprotokolan; 
c. menyiapkan dan mengatur pclaksanaan acHrn ym1g 

dilaksanakan olch Pcmerintah Daerah; 
d. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan 

Bupati/Wakil Bupati; 
c. mclaksanakan kuurdinasi dan fosilitosi kegiatan Bupati/Wakil 

Bupati;dAn 
f. mcnyiapkan cinderamata dan suvenir. 

(2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf d angka '2 huruf b) mempunyai tugas: 
a. melaksanakan komunikasi dengan berbagai pihak terkait 

pelaksanaan fungsi juru bicam Bupati/Wakil Bupati; 
b. menginformasikan judwo.l dun kegiatan Pemerintah Dacrah; 
c. menyiapkan bahan masukan/ saran tentang penyampaian 

infonnasi t.ert.eut.u; 
d. memberikan informasi dan pcnjclasan kcpada pihak terkait 

sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas arahan pimpinan; 
e. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting 

dan mendesak sesuai dengan kebutuhan Bupati/Wakil 
Bupati; dan 

f. menyiapkan dan menyedi.Akan bahan materi rapat dan 
kebijakan Bupati/Wakil Bupati. 

(3) Sub Bagian Dokumentasi Tugas Pimpinan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 huruf c) mempunyai tugas: 
a. menyusun notulen rapat dan menyiapkan naskah sambutan 

dan pidato Bupati/Wakil Bupati; 
b. memfasilitasi peliputan media dan mendokumcntasikan 

kegiatan Kepala Hupati/Wakil ilupati; 
c. menggandakan bahan materi rapat dan kebijakan 

Bupati/Wakil Bupati; dan 
d. membuat dan menyusun dokumentasi tcntang informasi dan 

peliputan berita dacrah dalam bentuk plakat, buku selayang 
pandang dan kliping. 
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8. Ketentuan Pasal 41 diubah sehlngga berbunyi sebagai berikut: 
(1) Sub Bagian Tat.a Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepcgawaian 

sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 
huruf a) mempunyai tugas : 
a. mengelola administrasi perkHnt.uran yang meliputi kegiatan 

tata usaha umum, persuratan, dan kepegawaian dan rapat di 
lingkup Sekretaris Daerah; 

b. menyiapkan pelaksanaan pcndidikan dan pelatihan 
Bupati/Wakil Bupali dan ASN di lingkup Sekretariat. Daerah; 

c. mclaksanakan pemuntauan serta cvaluutsi bichmg Rnrninistmsi 
perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaho. umum, 
pcrsuratan dan kepegawaian di lingkup Sekrdarfat nacrah; 

d. rnclaksanakan pengclolaan kearsipan di lingkup Sckretariat 
Daerah; dan 

e. menyiapkan dan mengclola Bahan Dakar Minyak dan biaya 
pcrjalanan dinas di lingkup Sekretarial Daerah. 

(2) Sub Bagian Pcrlcngkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf d angka 3 huruf b) mempunyai tugas : 
a. mclaksanakan kebijakan pcngamanan, pemeliharaan sarana 

dan prasarana, serta menjaga kcbersihan kantor di lingkup 
Sekret.ariat Daerah; 

b. melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana di 
lingkungan Sekretariat Daerah; 

c. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan dan 
peralatan rumah jabatan/ dinas Sckrctaris Daerah, gedung 
kautur Sckretariat Daerah; 

d. menyiapkan sarana dan prasarnna pendukung kcgiatan di 
lingkungan Sekretariat Daerah; 

e. melaksanakan pengadaan mubil jabatan dan kendaraan 
dinas/ operasional; 

f. mclaksanakan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas di 
lingkup Sckretariat Daerah; dan 

g. melaksanakan pengelolaan aset lingkup Sekretariat Daerah. 
(3) Sub Bagian Humah Tangga :,,.ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat ( 1) huruf d angka 3 huruf c) mempunyai tugas : 
a. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana 

dan prasarana, serta menjaga kehersihan di lingkungan 
Pendopo dan .l<umah Dinas Bupati dan Wakil Bupati; 

b. mclaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana di 
lingkungan pendopo dan rurnah dinas Bupati/WakiJ Bupati; 

c. melaksanakan kebijakan pengadaan pcrlcngkapan lingkungan 
Pendopo dan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Hup:-:iti; 

d. menyiapkan sar:mn nan prasarana pendukung kegiatan 
Bupati dan Wakil nupati; 

e. menyiapkan dan mengelola Bahan Bakar Minyak dan biaya 
perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati; 

f. melaksanakan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 
Bupati/Wakil Hupati; dan 

g. menyiapkan dan menyediakan makan dan minum rapat dan 
kunjungan tamu Bupati/Wakil Bupati. 

9. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peratura.11. Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan. 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 30 Maret 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PAMEKASAN, 

TOTOK HARTONG 

Ditetapkan di Pamekasan 
pada tanggal 30 Maret 2020 

BUPATI PAMEKASAN, 

BADDRUT TAMAM 

SERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020 NOMOR 16 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR 16 TAHUN 2020 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASJ 
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI 

TENTANG PERUBAHAAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 68 TAHUN 2019 SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI 

BUPATI 
WAKIL BUPATI I 

I 

- - - - - - - -- -- - - - -- - -- -- - - ---- -. SEKRETARIS DAERAH 
STAF AHLI 

1 . BIDAJfG l'EIIERIJrrAHAN, HUKUll DAM POLfflK 
:2 . BIDAJfG EKONOMI, KEUAfiruuf DAIi' PEXBAlfGUNAN 
3 , BIDAXG !IElllASYARAKATAJi DAR 8UIIBER DAYA MMUBIA 

I I 

I ASISTEN PKMERIKTAHAR DAN I I ASISTEII PEREKOllOMIAll' DAN I I ASISTEN ADl!IINISTRASI UMUM 
KESEJ'AKTERAAN RAKYAT PEMBAIIGURAN 

I I I 
I I I I I I I I I 

BAGlo\NTATA BAG14N BAGIAN BAG!AN BAGIAN BAGIAN BAGJAN B.-.OIAN BAGIAN BAGIAN 
PE:.CERINTAHAN KESEJAHTERAAN 

HUKUM PEREKONOMJAN ADMJNISTR/1.SI PENGADAAN ORGANISASI PROTOKOL OAN UMUM PEREKCAI'fMN DAN 
RAKYAT PEMBANGUNAN BARANG DAN JASA KOMUNIKASI KEUANGAN 

PIMPINAN 

I I I I I 

SllBBN,JAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUB BAG£AN SUBBAraAN SUB BAGIAN SUB BAGIAH SUB BAGIAN SUB BAG!AN 1'ATA SUBBAGIAN 
ADMJNISfRASI BINA MENTAL PERUNDA.NG- PEMBINAAN PE,NYUSUNAN PENGELOLAAN ,- KELEMBAG.•.AN O.'\.~ PROTOKOL USAHA PIMPINAN, PERE.NCANAAN 

PEM&RIN'TAflAI! DAN 
.... 

PROGRAM .... 
SPIRl'fUAL UNDANGAN BUMDDANBWD PENGADAAN ANALISIS JABKJ'.'\N STAF AHLI DAN 

OTONOM[ DAERAH BARANG DAN KEPEGAW AIAN 

SUBBAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGJAN SUB BhGIAN SUB BAG[AH 
SUBBAGIAN 

SUB BAGlAN SUBBAGIAN SUB3.AG[AN SUBBAGJAN KOMUNJKASJ 
_-.OMIN[STRASI KESEJAHTERAAN ,- BANTUA!\ PENGENOALIAN DA'l PEtiGENDALIAN PEHGEI..1U._AH PELAYANM" PUB:.JK PERLENOKAPAN KEUi>._NGAN 

DISTRlBUSI .... PROGRAM >- LAY-~NAN ~NGADAAN DAN TAT.~ 1.AKS.-.:<.-. PIMPJNAN ... 
KE'.v!IAYAHAN SOSIAL HUKUM PllREKOKOMIMI SE:G.~RA ELoKTROHIK 

SUB BAG!k~ SUBE!AG:AN SUBBAGlAN SlIB B.~GIAN SUB BA.GIAN SUB BAGIM Kll'l"ERJA SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGJAN 
SUBBAGIAN KESCJAHTERAAN DOKUME!ll'A.SI DAN SUMBER DAYA EVAI.UA.SI DAN PEMIDNAAN DAN o.-.N REFORM.-.SI DOKUMENTASI _ RUMAH TANGGA PELAPORAN - - ALAM 

... 
FELA"ORAN '- .ADVOM.SI FENGAD.V.N -

KERJASAMA MASYARAKAT INFORMASI BA RANG DAN JhSA BlROlG>.ASI TUGAS PIMPINAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGS!ONAL, BUPATI PAMEKASAN, 

/s.9-~ , -BADDRUT TAMAM 




